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PENqANTAn   PENulis

I.        ,.i

Krisis  ekonomi  yang me]anda  Indonesia
sejak  1997 Ialu, sampai sekarang belum juga
menemukan  titik  terang.   Malahan,  dari
waktLJ  ke waktu,  kondjsi  perekonomian  kita
semakin jauh terpuruk.  Hampir semua upaya
telah dikerahkan untuk mengatasinya. Namun
jbarat penyakit kronis, belum juga ditemukan
obat yang  mujarab4.G

Apakah yang salah dengan perekonomian
bangsa  jni?  Sebegitu  parahkah  penyakitnya?
lldakadahahobatyangbisamenyembuhkannya?

=Siapapun  tabu,  Indonesia  adalah  sebuah
negeri yang konon  berlimpah  dengan  sL[mber-
daya a]am.  Be[um lad ]etaknya yang berada di
jalur strateds persimpangan dua benua dan dua
samudera.  Kenyataan  jtu,  seharusnya  men-
jadikan  Indonesia  sebagai  negeri  kaya  raya,
malonur,  dan  berftecukupan  secara  matehal.

Semu]a kita menduga harapan itu hampir
mendekati wujud nyata ketike kita dihadapkan
kepada  statistik  hasil  pembangunan  selama
Orde Baru. Bayangkan, tingkat pertumbuhan
ekonomi  kjta  mencapai   basil  yang  me-
ngesankan yajtu  7,5% pertahun.  Begitu juga

SeaE:a;ajnk:jTei#XeLfaesi#aEgg:::in#afaj:]Tri
nilai  tukar  rupiah  yang  kuat terhadap  mata
uang  asing.

Di  tengah  kebanggaan-kebanggaan  itu,
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badai    krisis  datang  menerpa  dengan  dahsyat.
Ibarat  balon  besar,  ketika  tertusuk  jarum,  ia
[angsung pecah. Perekonomian yang  disanjung-
sanjung  itu,  akhirnya  bubb/e.  Akhirnya  kita
sadar,  bahwa  capai-capaian  yang  sangat
mengesankan  dart  pembangL]nan  Orde  Baru,
temyata bersifat semu.

Dart fenomena tersebut di atas,  sebenamya
banyak  hikmah  yang  dapat  kita  petik.  Di
antaranya  bahwa  indikator  keberhasi]an  itu
temyata bukan mermpakan cermin nyata kondisi
perekonomian bangsa.  Bahwa sistem  ekonomi
yang  berorientasi  kepada  pengusaha  besar
(ekonomi  konglomerasi)  sebagaimana  yang
diterapkan Orde Baru, telah gaga[ membangun
perekonomian  bangsa.

Fakta  sebaliknya  justru  menunjukkan
bahwa  usaha  kecil  menengah  (UKM)  yang
kurang  mendapat  perhatian,  malah  mampu
bertahan  menghadapi  krisis.  usaha  yang
pengelolaannya  sepenuhnya  oleh  rakyat  ini,
malahan eksis di tengah gempuran krisis yang
berkepanjngan.  Dart  sini,  tidaklah  salah  bila
kita   berkesimpulan,   bahwa   penyebab
kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru
adalah   pendekatan  yang  menjauh  dari
pemberdayaan  rakyat.

Ke  depan,  kita  tentu  tidak  mau  lagi
melihat UKM  masih diposisikan sebagai "anak
tiri"   dalam  membangun  perekonomian
bangsa.  UKM  tidak  bo[eh  lagi  mendapat
diskriminasi dan marginalisasi dari rezim yang
berkuasa.  Singkatnya,  UKM  harus  menjadi
acuan  dasar  dan  solusi  untuk  bangkit  dari
keterpurukan.

Era  reformasi  ini  hendaknya  bisa  men-
buka  mata  kita  bahwa  fundamen  ekonomi
yang kuat harus berakar pada pemberdayaan
raky_at,   HaFapan   itu,   rupanya   mampLI
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ditangkap oleh ketiga pemerintahan terakhir,
dari 8]  Habibie, Abdurahman Wahid, hingga
Megawati. Maka sejak itu, di mama-mama dan
dalam  kesempatan  apapun,  ekonomi  ke-
rakyatan  mulai  digembar-gemborkan.

Namun  implementasi   kebijakan  pem-
berda an  rakyat  ini  se
hambatan nte
pemberdayaan ekonomi r
hanya    menjadi    retori

ngalami
rkesan   kebijakan

at melalui

Pemerintah  tampaknya  belum  menyadari
permasalahan  yang  paling  mendasar  dalam
jmplementasi ekonomi kerakyatan, sementara
di  satu  sisi  ia   ingin   menunjukkan   kepada
masyarakat  akan    keberpihakannya.

Di   Riau,   implementasi   ekonomi   ke-
rakyatan,  juga  mengalami  berbagai  kendala.
Tidak tepat sasaran dan lemahnya koordinasi
antar instansi yang menangani,  adalah sedikit
dari problema tersebut.  Belum lagi persoalan
sosialisasi  program  ini  yang  tidak  mengena,
.sehingga  banyak masyarakat yang tidak tabu.
Termasuk pula kendala-kendala "klasik" yang
meleAaptap;f:gmf:Xadr:|atdii::ms:T,qiani#-=d-a]am

buku  ini  bisa  menjadi  bukti,  bahwa  program
ekonomi  kerakyatan,   terutama   di   Riau
be[umlah terfaksanan secara optimal. Banyaknya
keluhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh
mereka yang merasa terabajkan, padaha[ mereka
berhak  mendapatkan,  setidaknya  memberikan
gambaran  sampai  dimana  program  ini  bard
berlangsung.

Penerbitan  buku  ini  merupakan  bentuk
keprihatinan,  dan  sekaligus  masukan  kepada
pjhaklpihak  yang  bertanggung jawab  dalam
mensukseskan  ekonomi  kerakyatan  di  Rjau.
Terima kasih yang tu]us saya ucapkan kepada
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berbagai  pihak    yang  memungkinkan  buku
jtu  dapat  terbit.  Terutama  seka]i  Pimpinan
Harian Rjau Par dan jajarannya yang bersedia
meluangkan  sebag].an  ha[amannya    bagi  saya
untuk  mengasuh  rubrik  "Konsultasi  Bisnis",
yang merupakan  cika[  baka]  dari  buku  ini.

IIcapanyangsamajugasayatujuhankepada
Pemerintah Provinsi  RIau yang secara khusus
mendukung  rubrik yang saya  asuh  tersebut
serta sokongannya dalam penerbitan buku ini.
Tak lupa pu]a kepada para audieus (penanya)
yang  telah   memberikan   dukungan   dan
motivasinya  agar saya  terus  mengasuh  rubrik
di atas.  Setemsnya kepada Penerbit Alaf Riau
yang memungkinkan buku ini berada di tangan
pembaca.  Semoga bermanfaat adanya.

Pekanbaru,  Agustus 2003

Edyanus   Herman   Halim,   SE.,MS
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ekLgnQmLke

Diterbitkannya  buku  "Ekonomi
Rakyat;  Dalam  Tanya  Jawab"
yang  ditulis  oleh  Sdr.  Edyanus
Herman  Ha]im  ini,  merupakan
langkah yang tepat dalam upaya
mengembangkan  ekonomi  ke-
rakyatan   di   Riau.I

#i¥tiF.#£F.¥e¥
koTTmirmepodaFi=pep]givritat-PFovfroiThu
u±.tin.k'i._-+.Amen_b.angrn       pe-rekonomian
masyarakatnya  yang  berlarrdaskan' kepada
keadilan  dan  kesejahteraan  bersama.

Komitmen   untuk   memberdayakan
ekonomi  rakyat  ditindaklanjuti  tidak  hanya
dari  program  pemerintah  yang  bersifat
bantuan belaka, juga di[akukan melalui upaya
pemberdayaan  (empowermenf).  Pada  tahun
2001  upaya tersebut dilengkapi pu]a dengan

:ea#reariaa?aenp::ia#eannga|oEaosfkaa`na:eiTaarg:
sebesar Rp.  52 milyar lebih melalui BPD RIau
dan  Rp.18  mi]yar  me[alui  Bank  Bukopin
dalam  bentuk swamitra.  Pada  Tahun  2002
anggaran   pinjaman   modal  di±ingkatkan
menjadi  Rp.   loo  mi]yar.  Sedangkan  untuk
tahun  2003  hanya  disetujui  oleh  DPRD
Provinsi  Riau  sebesar  Rp.  60  milyar  lebih
dart  usu]an  semu]a  Rp.125  milyar.
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Melalui  program  ini  pada  tahun  2001
te]ah dapat menjangkau pemberian pinjaman
modal   kepada   tidak  kurang  dari   350
kelompok  masyarakat  yang  anggotanya
mencapai sekitar 6.loo orang.  untuk tahun
2002  belum  di]akukan  perhitungan  dan
evaluasi  secara  seksama.  Masyarakat  yang
paling banyak mendapatkan pinjaman modal
tersebut  adalah  masyarakat  di  bidang  usaha
perkebunan  dan  pemnian  tanaman  pangan
mengingat  sebahagian  masyarakat  Riau
memang menggantungkan kehidupannya pada
bidang-bidang  usaha  tersebut.

Pada tahun 2001 terdapat 100 kelompok
masyarakat yang mempero]eh pjnjaman modal
di  bidang  usaha  perkebunan  dengan  jumlali
anggota  ke]ompok  mencapa!  2.666  orang.
SedangkaFrtFntuk  bidang  usaha  tanaman
panfjan  sebahyak  1 76  kelompok  dengan
anggota  mencapai  ]ebih  kurang  1.980  or-
an8.

=Dasar  berfikir  pemberian   pinjaman
modal   ekonomi   kerakyatan   ini  ada]ah
keinginan  saya  untuk  mengalihkan  dana
proyek-proyek  yang  selama  ini  diberikan
cuma-cuma  kepada  masyarakat,  menjadi
Penyediaan  dana  murah  da[am  bentuk

EjjEaamnaf:abtekra#jrmy::;as:f2:atobTeT£:¥adrakpaa:
prospek bisnis yang dimiliki  masyarakat//

Semoga apa yang telah menjadi harapan
kita  bersama  mendapat  ridho  dan  hidayah
dari Tuhan  Yang Maha  Esa.

H.   Saleh   Djasit,   SH
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S^MbuTAN   DiREkTUR  UTAM^        -
PT.  PEl"odALAN EkoNdMi RAkyAT

=Banyak  hjkmah  sebenarnya  yang  dapat
kita tangkap  dari  krisis yang melanda  bangsa
Indonesia. Salah satunya adalah bahwa sistem
ekonomi   konglomerasi  yang  selama   ini
diagung-agungkan,  ternyata  tidak  mam|)u
menghadapi terpaan badai  krisis.  Sebaliknya,
perekonomian  rakyat  yang  tidak  tersentuh
oleh   kebijakan   penguasa,  justru   mem-
perlihatkan  kondisi  yang  menggembirakah.

Realitas  di  atas  tentunya  membuat  kita
berpikjr  dan  menyusun  [angkah  yang  tepat
bahwa sudah seharusnya ekonomi rakyat Tebih

g:E:rhna:j#a#e
Ihamduli[lah  Gubemur  Riau
merintah   p.Loy`insLteLah

berkomitmen    u_ntuk    menetapkan    pe-
ng'embahgan   ekonomi   rakyat   menjadi
prioritas  pembang-unan_..  Hal  itu  s'etidaknya
tergambar  den-gan  diterapkannya  Program
Ekonomi  Kerakyatan  (PEK)  sebagai  Pilar ke-
3    Strategi   Pembangunan    Riau    dalam
niencapai  Visi  Riau  2020.

D`enganLndemikja.p_..I,+kebu`tuhaJL--pe-
n`gembangan   modal   in
t_erjamih---da'`Fi es

ra
i_nLarifrogan Inilah

b`-e=ii'in=LFbjffrEa+wij7-`-;-a n g   diwuj u d ka n
pemerintah  Provinsi   Riau  terhadap  pe-
ngembangan   ekonomi   rakyat.    untu_k
kepent_Lngan  i_tulab~ sanga,t  diperlukan-suatu
]embaga  keuangan  non  bank  berbentuk
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BUMD dengan statL]s perseroan terbatas (PT)
menge]ola  secara  khusus  proses  pinja-riian
tersebut yang sekarang  dtwujudkan  denga'n`
pembentukan  PT.  Permodalan   Ekoporp,i_
Rakyat   (PER).

Diharapkan  dengan  kehadiran  PT.  PER
ini   persoalan-persoalan   pemberdayaan
rrmsyarakatrm,  sekaligus  dalam  upaya
penanggu]angan   kemiskinan, bisa segera kita
wujudkan.  Dapat saya tegaskan  di sini,  siapa
saja    boleh    ikut   berpartisipasi    dalam
perusahaan  ini  asalkan  tetap  pada  tujuan
semula  yakni  memberdayakan  rakyat  kecil.
Kita  juga  berharap  keterlibatan  berbagai
pihak dalam PT. PER tidak akan menyebabkan
perusahaan  ini menjauh  dari  misinya semula
yaitu  memberikan  pinjaman  murah  dan

sT:td|fiea#ei:!a:-Efsa::kiaii¥;n,4eo:!iTa:;:
saya sampaikan kepada Sdr. Edyanus Herman
Halim  yang  telah  menerbitkan  buku  ini.
Semoga  apa  yang  menjadi  keinginan  kita
untuk -mensejahterakan  masyarakat  Riau
mendatangkan hasil adanya. Demikianlah yang
dapat  saya  sampaikan,  semoga'  bermanfaat
dan  berhasi]  guna  bagi  kita semua.  Amien.

Pekanbaru,  Agustus 2003

Drs. H. Asparaini  Rasyad
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Pengembangan Potensi
Ekonomi dalam Rangka

Otononri Daerah

Otonomi daerah hamus dipandang sebagai
upaya  meningkatkan  kemandirian  daerah,
sehingga  mampu  menjadi  suatu  kesatuan
wilayah  pemerintahan  yang  menjamin
terselenggaranya  peningkatan  kesejahteraan
rakyat.  Mela[ui  otonomi  daerah  masyarakat
tidak  saja  diberikan  pe]ayanan  yang  prima,
tetapi  juga  diajak  untuk  berpartisipasi  aktif
melakukan  pembangunan.

Selama   ini,   dalam   era  yang  sangat
sentralistik,  kreativitas  masyarakat  seperti
tersumbat o[eh kekangan sistem yang otoriter.
[novasj  masyarakat  tidak  timbul  kerena
ketergantungan pada inisiatif pemerintah yang
sangat tinggi.  Seolah-o[ah  tanpa  pemerintah
tidak safupun pembangunan yang dapat dan
bo]eh   di]aksanakan.   Rakyat  hanya   me-
nampL[ng   ajakan   dan   bahkan   sebagai
keharusan  dari  pemerintah.  Tidak  jarang
masyarakat  malah  mempero[eh  tuduhan
sebagai   "pembangkang"   bila  mencoba
berinisiatif  lebih  dulu   dari  pemerintah.
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Kumpulan   masyarakat   di   luar   kendali
pemerintah  dianggap  sebagai  organisasi yang
harus  diwaspadai.

Mengingat    sudah    demikian    lama
masyarakat seperti "dipasung" dalam kerangka
yang  kaku,  maka  saat  ini  era  keterbukaan
bukannya  memberi  peluang  bagi  mereka
untuk   maju   dan    berkembang,    ma[ah
masyarakat teriebak dalam eforia keterbukaan
yang justru berba[ik menyengsarakan mereka.
Sasaran  yang  ingin   dicapai   dari   proses
reformasi   menjadi   semakin  jauh   karena
berbagai  komponen  masyarakat  cenderung
mengedepankan  supremasi  massa  tanpa
memandang  benar-tidaknya  substansi  yang
diperjuangkan.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan
sesuai  proses  yang  sebenarnya,  masyarakat
terlebih dahulu harus diajak untuk memahami
otonomi   daerah   secara   substantif  dan
mengerti  peran  yang  seharusnya  dimainkan
dalam  menangkap  momentum  otonomi
daerah  itu  sendiri.

Otonomi  Daerah
Otonomi daerah yang mengacu pada uu

No  22  tahun  1999  tentang  Peme-rintahan
Dd'erah dan menyangkut power sharing antara
pe\merintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.
Tidak`` gampang  memahami  undang-undang
ini,  karena  baik keikhlasan  pemerintah  pusat
``maupun  kesiapan  daerah  mengimplemen-

tasikannya  masih  mengalami  saling  tarik
menarik satu  sama  lain.

Pemerintah pusat seperti "menggantung"
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ketentuan-ketentuan  otonomi  daerah,
termasuk me[ahirkan atL[ran main yang kurang
jelas. Sementara itu pemerintah daerah sangat
terpacu untuk melaksanakan otonomi daerah
tanpa  mempersiapkan  diri  secara  benar.
Menurut  Daniel S. Lev (Kompas, 16 0Ictober
2000)   akan   ada   kebingungan   dalam
imp]ementasi   otonomi   daerah   karena
ketidakje]asan urusan antara pemerintah pusat
dan  pemerintah  daerah.  Berbagai  produk
hukum  yang  dibuat  pada  tingkat  lokal
disamping dapat mengganggu hubungan hori-
zontal  antara  kabupaten  dan  kota,  juga  bisa
menimbu]kan ekonomi biaya tinggi (A/gh cost
economy).

Agar  otonomi  daerah  tidak  me]enceng
dari   tujuan   yang  ingin   dicapai,   maka
diperlukan  pemahaman  yang  mendalam
terhadap  makna  otonomi  daerah  tersebL]t.
Harus  ada  keikhlasan  pemerintah  pusat
melaksanakan    otonomi    daerah    demi
kepentingan  pemberdayaan  masyarakat  di
daerah. Bagi setiap komponen masyarakat dan
pemerintah daerah, otonomi daerah tersebut
harus dipandang sebagai pe[uang yang hanya
mungkin  dimanfaatkan  me]alui  peningkatan
kapabilitas  dan  kompetensi  diri.   Harus
dihindari  cara  pandang  terhadap  otonomi
daerah,  sebagai  "limpahan  manfaat"  dari
pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  dan
masyarakat daerah. Justru yang sesungguhnya
ada[ah  ]impahan  wewenang  dan  pekerjaan
yang se]ama  ini  dilakukan  pemerintah  pusat
diserahkan  kepada  daerah.  OIeh  karena  itu,
ketidakmampuan  menja]ankan  kewenangan
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tersebut akan berdampak pada terkendalanya
proses   pe]aksanaan   pembangunan   dan
pelayanan  masyarakat.  Keadaan  tersebut
dapat  bermuara  pada  teriadinya  kekacauan
di  tingkat  lokal  dan  egosentris  daerah  yang
justru  kontra  produktif  terhadap  pen-
berdayaan  masyarakat.

Kunci keberhasilan implementasi otonomi
daerah di tingkat lokal sangat tergantung pada
seberapa   besar  pemerintah   daerah   me-
manfaatkan dan menerapkan kewenangannya.
untuk  menunjang  keberhasilan  power shar-
i.ng sesuai    uu  No 22  tahun  1999  dibuat
pula  pola  pembagian  pendapatan  antara
pemerintah   pusat  dan   daerah.   Imple-
mentasinya adalah melalui uu No 25 tahun
1 999 tentang perimbangan  keuangan  pusat
dan  daerah.  Prinsip  dari  undang-undang  ini
adalah    revenue   sharing    agar    proses
desentralisasi  kewenangan  dapat diikuti  oleh
desentralisasi  flskal.  Tujuan  utama  desen-
tralisasi  fiskal  adalah  memupuk  kemandirian
daerah menggali sumber-sumber yang ada di
wi]ayahnya  untuk  membiayai  pembangunan
dan  pelayanan  maayarakatnya.  Potensi  flskal
di   daerah   akan   menjadi   cermin   dari
keberhasilan  daerah  melaksanakan  oto-
nomisasi.   Artinya,   kemandirian  daerah
merupakan   kemampuan   suatu   daerah
memanfaatkan  potensi  ekonomi  wi]ayah
sebagai  sumber  pembiayaan  pembangL]nan
dan  pelayanan  masyarakat.

Pengembangan  Potensi   Ekonomi
Salah  satu   peluang  terbuka  me[alui
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penerapan  otonomi  daerah  ada[ah  adanya
kewenangan  daerah  untuk  menentukan
peruntukan  wilayahnya  dan  sumber-sumber
tertentu  yang  ada  di  dalamnya.   Bahkan
kesempatan  untuk  mengadakan  keriasama
dengan  pihak  asjng  dapat  digunakan  dalam
rangka  pengembangan  potensi  otonomi
daerah,  baik dalam bentuk investasi langsung
(direct /nvestment) ataupun melalui pinjaman
luar  negeri.

untuk menghindari adanya kesan bahwa
otonomi  daerah   hanya  melahirkan  se-
perangkat  peraturan  daerah  yang  berujung
pada  "pembajakan  rakyat",  maka  pengem-
bangan  potensi  ekonomi  daerah  menjadi
altematif yang  sangat  signifikan.  Ada  dua
mode]yangdapatditempuh.Ger[apaaLpotensi
ekonomi   yang   bersumber   dari   a]am.
Pemerintah  daerah,  sepanjang  masih  dalam
kewenangannya  berdasarkan  uu  No  22
tahun  1999  dan  PP 25  tahun 2000 dapat
memanfaatkan  sumberdaya  alam  untuk
dikembangkan  sebagai  potensj  keuangan
daerah dan masyarakat. Sumber-sumber alam
yang mungkin memberikan peluang ekonomi
yang  prospektif antara  lain:  pertambangan,
perkebunan,  pertanian,  peternakan,  peri-
kanan,  pariwisata,  dan  lainnya.

Kedun, potensi ekonomi yang bersumber
dari pengolahan lanjutan dari produk-produk
yang  berasal  dari  sumber  alam.  Misalnya,
pengembangan  arang  aktif di  lndragiri  Hilir
menjadj  potensi  yang  sangat  besar  untuk
meningkatkan    perekonomian    daerah.
Termasuk  industri  pakan  ternak  untuk
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mengo]ah produk sampingan dart komoditas
pertanian.

Pemanfaatan kedua model tersebut harus
menempuh  beberapa  langkah  strategis.
Beqama, mengidentifikasi semLla potensi yang
dimi[iki dan mungkin dikembangkan di daerah
baik sumberdaya  alam  maupun  sumberdaya
yang  berasal  dari  pengolahan  lanjutan  dari
produk  sumberdaya  alam  tersebut.  Kedun,
mengukur  ska[a  ekonomi  masing-masing
potensi dan membuat studi kelayakan sebagai
dasar   melakukan    pembangunan    atau
pengembangan.

Ketjga,   mengidentifikasi  kebutuhan
pembangunan infrastruktur untuk menunjang
investasj swasta pada proyek-proyek strategis
yang telah  dirancang.  Keempat,  melakukan
promosi  investasi  untuk  memancing  minat
investor  berinvestasi  di  wilayah  tersebut.
Ke/I.rna, mengembangkan sumberdaya manL]sia
lokal  agar  memiliki  keterampilan  dan  dapat
dipekerjakan pada sekeor-sek[or strategis yang
akan  dikembangkan.  Keenam,  membentuk
jaringan keterkajtan usaha ekonomi antar dan
antara pelaku ekonomi daerah.  Dan Ketu/.wh,
mengembangkan   Lemba8a  Pembiayaan
Maayarakadsebagai pendukung dan fasilitator
pemberdayaan  usaha  masyarakat.

Rangkuman
Hal yang menarik untuk disikapi adalah

bahwa  pemahaman  otonomi  daerah  harus
dialihkan  dari  sebagai  pelimpahan  manfaat
ke  pelimpahan  wewenang  dan  tugas  dari
pemerjntah  pusat  ke  pemerintah  daerah.
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Keberhasilan  otonomi  daerah  dalam  pe-
]aksanaannya  sangat  tergantLing  pada  sikap
dan kemampuan daerah menangkap momen-
tum   otonomi   daerah   sebagai   peluang
pemberdayaan  masyarakat  dengan  motto:"dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  daerah".

Tidak kalah pentingnya adalah keikhlasan dan
kesungguhan   pemerintah   pusat   untuk
me[aksanakan  otonomi  daerah  secara  kon-
sisten  dan  konsekwen.

Hal penting yang dapat menjadi perhatian
pemerintah  daerah  secara  serius  meliputi.
Pertarm,  membu]atkan  semangat  otonomi
daerah  kearah  kerja  bersama  masyarakat
daerah,  bukan  sekedar  eforia  be]aka.  Kunci
keberhasilannya  terletak  pada  DPRD  yang
benar-benar  memihak  rakyat,  akuntabel,
demokratis, dan mengedepankan hukum yang
dilandasi  moral  dan  nilai-nilai  agama.  Kedue,
peningkatan  profesionalisme  birokrasi  dari
bermenta]kan "pejabat" ke mental "pe]ayan";
dan  Keti.ga,  mengakomodjr semua  kekuatan
masyarakat dengan didukung penyediaan data
yang  lengkap  dan  akurat  untuk  memastikan
terse]enggaranya  pemanfaatan  sumberdaya
ekonomi  berbasis  rakyat.@
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